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PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN E-KTP PADA
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK
Oleh

TARA SAKINAH

Menimbang dan mengingat bahwa penggunaan teknoloegi informasi dan
komunikasi di-dunia semakin pesat maka pelayanan kepada masyarakat perlu
diperbaiki agar tujuan dan pemanfaatan teknologi terpelihara dengan baik. Dalam
meningkatkan pelayanan pemerintah saat ini telah banyak merumuskan dan
membuat kebijakan terkait penerapane-government yang tujuan utamanya adalah
meningkatkan™ dan mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien. Dalam hal ini memang pemerintah pusat harus bekerja sama dengan UPT
Dukcapil Mandau Kecamatan. Mandau Kabupaten Bengkalis juga kepada
masyarakat agara penerapan e-government dapat berjalan dengan baik. Adapun
tujuan penelitian ini- untuk mengetahui bagaimanakah penerapan e-government
dalam pelayanan e-Ktp pada UPT Dukcapil \Mandau Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis. Metode yang, digunakan yaitu metode deksriptif dan
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,wawancara,
dan dokumentasi serta menganalisis data secara deskriptif dan kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan e-government dalam pelayanan e-
Ktp pada UPT Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
dinilai tidak efektif."Hal ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang
kurang memahami bagaimana penggunaan website untuk kepengurusan e-Kitp,
sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami lebih memilih untuk
mengurus secara e-Ktp secara langsung. Hambatan yang dialami oleh UPT
Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu masyarakat di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih memiliki pemahaman yang
sangat rendah terutama dalam penggunaan teknologi untuk login ke website,
kurangnya sosialisasi pegawai dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman
agar masyarakat lebih memahami penggunaan website tersebut, dan tidak adanya
komputer yang disediakan untuk masyarakat yang akan mengurus e-Ktp secara
online agar masyarakat tidak terganggu dan tidak merasa kesulitan dengan
jaringan yang mereka miliki.

Kata Kunci : E-Government, Pelayanan, E-Ktp
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THE APLICATION OF E-GOVERNMENT IN THE E-KTP SERVICE AT
THE TECHNICAL SERVICE UNIT OF THE POPULATION AND CIVIL
REGISTRY OFFICE, MANDAU SUB-DISTRICT, BENGKALIS
DISTRICT

communice : Yy Services to the
community ne : 0 echnology is well
maintained. In y ern [ ny~have formulated
and made elate : ! ment whose main
goal is to improving the
quality of ely and se, the central
government erate with T Duk andau District,

Bengkalis Rege entation of e-
government d out how the
implementation of € : F kcapil Mandau,

Mandau Dis ,
qualitative me s ervation, interviews,
and documenta

This study concludes ) n e-Ktp services at the
UPT Dukcapil of stric 8gency is considered
ineffective. It is kno 2 who do not understand
how to use the website fa re still many people who do

not understand prefer to take Ce C y. The obstacles experienced by
the UPT Dukcapil Mandau, Mandau“District, Bengkalis Regency, namely the
people in Mandau District, Bengkalis Regency still have a very low
understanding, especially in the use of technology to login to the website, the lack
of socialization of employees with the community to provide understanding so
that people better understand the use of the website, and there is no computer
provided for the public who will take care of the e-Ktp online so that the public is
not disturbed and does not experience difficulties with the network they have.

Keywords: E-Government, Service, E-Ktp
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PENDAHULUAN

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah atau yang umum
disebut dengan e-government dapat dijadikan salah satu alat atau sebagai pintu
gerbang menuju good governance. Ditingkat dunia, negara-negara maju telah
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu alat utama

mereka dalam meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
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pelayanan publik untuk meningkatkan pelayana informasi komunikasi dam

sharing data antar pemerintahan.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Menteri Dan Pimping 3
Pelayanan yang ada di bawah koordinasi kementrian maupun lembaga

yang saudara pimpinan mematuhi ketentuan dimaksud dengan

menyebarluaskannya kepada masyarakat.
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Para pemimpin dunia sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui e-government guna

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan good

memastikan bahwa

pemerintaha an  Ca katkan , anan-layanan baru,
peningkat artisipasi warga :‘_ any: " an-terhadap global

information ‘ e. emik [ meningkatkan

bentuk dari penyelenggaraan pemerintah dengan penggunaan suatu sistem
manajemen yang berbasis teknologi, yang disebut dengan e-goverment.

Dalam pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan haruslah
memanfaatkan teknologi informasi dalam usaha inovasi kualitas pelayanan
publik. Hal ini juga mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-

government yaitu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis
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elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan seiring berjalannya waktu, instansi
pemerintah tidak hanya menggunakan website tetapi sudah melalui media sosial

atau aplikasi. Media sosial dapat menjadi sarana yang lebih efisien dalam

jaringan

infrastrukt

visi misi pengembangan layanan secara elektronik. Namun, masalahnya adalah
bahwa pemanfaatan terbesar e-government sering terbentur dengan faktor budaya
masyarakat yang memang kurang mendukung. Faktor budaya diantara birokrat
dalam lembaga pemerintah inilah yang sering kali mengakibatkan kurang

kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya E-Government.



Pengembangan  e-Government merupakan suatu upaya dalam
mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. E-
Government bertujuan menggunakan teknologi-informasi dan komunikasi untuk
membuat layanan pemerintah lebih dekat dengan orang-orang yang menggunakan
layanan ‘tersebut yaitu masyarakat. - Implikasinya adalah masyarakat mudah
mengakses informasi dengan mudah dimana pun dan kapanpun.

Dinas Kependudukan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan
berkedudukan Dibawah Dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
sekretariat daerah, yaang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah
tangga pemerintah daerah dan tugas pembantu sekretariat Daerah.

Pelayanan umum yang bersifat mengatur dan penyediaan kebutuhan
umum, disertai bentuk-bentuk pelayanannya. Struktur penyelenggara layanan dan
kearsipan institusinya serta tuntutan zaman terhadap pelayanan umum masa depan
yang berbentuk e-government. Pemanfaatan e-government adalah meningkatkan
efisiensi dan efektivitas ‘instansi. pemerintahan memberikan informasi dan
pelayanan, hal ini berarti mempercepat proses dan menghemat biaya e-
government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. E-government adalah proses
pemanfaatan teknologi informasi yang berguna untuk membantu menjalankan

sistem pemerintahan dengan lebih efisien.



Pelayanan publik tidak terlepas dari faktor komunikasi. Dengan berbagai
perkembangan sistem dalam pelayanan dalam pelayanan publik yang bertujuan
pada kebaikan dan kelemahan dalam menjalankan sistem pemerintahan dan
masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal l-ayat (3) yang;menyatakan Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip. otonomi seluas luasnya dengan . sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klarifikasi urusan-pemerintahan dalam
pasal 1 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan
peemrintahan absolute adalah urusan pemerintahan.yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan Konkuren adalah adalah
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi
dan daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan
Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri

atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
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terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan pasa 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2914

e. Lingkungan Hidup
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Pencatatan Sipil
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i.  Perhubungan

J-  Komunikasi dan Informatika
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k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
I.  Penanaman Modal
m. Kemudahan Dan Olahraga

n. Statistik

r dalam pasal

Penelitian ini termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil .

Pemerintah saat ini telah banyak merumuskan dan membuat kebijakan
terkait pelaksanaan E-Government yang tujuan utamanya adalah untuk

meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.



Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and
Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat
dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja,
tetapi juga pada bidang-bidang lain, sepeerti bidang. pendidikan, bidang
pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagaimananya.

Dalam  tujuannya _untuk’ “memperbaiki  kualitas layanan publik,
meningkatkan efisiensi“dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya
maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh suatu
organisasi pemerintahan e-government menjadi sangat populer sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

E-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi
sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih
efisien. Karena itu, ada dua, hal utama dalam pengertian e-government di atas
yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah
internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemnafaatannya,
sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lebth.efisien. Dengan demikian, e-
government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan
masyarakat.

Dalam konsep e-government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan
pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan
pemerintah, atau mengirim surat, e-government sesuai dengan fungsinya, adalah
penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara

pemerintah dengan pihak-pihak lain. Kesimpulannya e-government adalah upaya
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untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang

berbasis elektronik dalam meningkatkn kualitas layanan publik secara efektif dan

efisien.

Pemprov Riau. Riau Go IT merupakan terobosan baru yang diciptakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan sistem berbasis
Teknologi Informasi secara online. Pelayanan tersebut untuk kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh informasi dan mendapatkan pelayanan secara

maksimal.
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Sedangkan fungsi e-government adalah untuk meningkatkan pelayanan
publik, mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat hingga ke
pemerintahan desa.

Dengan demikian, melalui_upaya memperbaiki kualitas layanan kepada
stakeholders serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat
mewujudkan serta nyata konsep:kebijakan' yang baik dan pemerintahan bersih.
Perkembangan teknologi dan informasi akhir-akhir ini” berkembang sangat cepat,
kemajuan teknologi dan informasi telah masuk diberbagai bidang tanpa terkecuali
dibidang pemerintahan salah satu contohnya e-government di Provinsi Riau
maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan e-government ini sangat penting
dalam mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan publik dan
informasi kepada masyarakat, esensi yang terpenting dari e-government dalam
mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien,, dan  transparan baik dalam
pelayanan internal maupun pelayanan publik.

Dalam hal ini, kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan salah
satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis' di Provinsi Riau dengan
berbagai kemajuan pembangunannya sebagai-kota masa depan heterogenitas dan
keberagaman budaya masyarakatnya. Memiliki percepatan dalam pembangunan
di berbagai bidang baik secara fisik maupun non fisik. Pemerintah Kabupaten
Bengkalis merupakan salah satu pemerintah Kabupaten/Kota di indonesia yang
menerapkan e-government di dalam menjalankan urusan pemerintahannya demi

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
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Program penerapan e-government pada Unit Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini

telah di komunikasikan kepada masyarakat melalui berita berita online. Tujuan di

1. an k ane sendudukan dan Catatan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kependudukan dan Catatan Sipil

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Tabel 1.1 Data PegawaiUnit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No Nama NIP (Nomor Induk Gol Pegawai | Honorer
Pegawai) Negeri
(1) 2) ) (5) (6)
1. Dra.Hj.Ir 9 -
2. Railias,S. -
3. Yulia Wati,S.A -
4, Ria Maihili 1 -
5. Tenni Hasli / -
6. Junardi -
7. Wawan 0 -
E’ Kurniawan.,
% 8. Riya Nurda., B
= 9. | Dodi Hendra. . A v
=~ 10. Ronaldi.,SE 4 - h : v
== 11. M.Syarkawi., 1 : v
=-12. | Antoni.,SE = 11 - v
= 13. | Fifi Mila Sari b - v
= 14. | Sugianto.,SE | . - v
= 15. | Ade Irma Sari 511 ; - v
~ 16. Azwir.,S.Pd 1 - v
= 17. Algenti Zurlaili - v
= Sofia.,SE
-~ 18. Mistriska - v
= 19, Gatrya Astuti D) - v
= 20. Elsa Dwi Putri.,S.P - v
21, Akmal A - v
22. Sitti Rafigah - - - v
Salima.,S.IP
23. Intan Resky - - - v
Putri.,S.AP
24, Risky Histian - - - v
Oktaviani.,S.H
25 Nofrita Yenti - - - v
26. Muhammad Zulfa - - - v
MZ.,S.IP
27. Difia Rahmadita.,S.H - - - v
28. Pegy Tasia Ganeha.,SE - - - v
29 Samsudin.,A.MA - - - v
30. Laras Sukma.,S.Pd - - - v
31. Nurul Aulia.,S.Tr.Pa - - - v
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1) (2) 3) (4) (©) (6)
32. Abdul Gani - - - v
33. Azirman - - - v
34, Linda - - - v
35. Sabrianti - - - v
36. Rubiah Nasution - v
37. Dewi Mariani v
38. Zonrifal v
39. Ismail v
40. Muhamad v
41. Arifin v
42. v
43, 4
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Pelayanan kartu tanda pendudu
7. Pelayanan Keterangan Kelahiran (AKTE)

8. Pelayanan surat keterangan Tempat Tinggal

9. Pelayanan Pindah Datang Penduduk Orang Asing

10. Pelayanan penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)
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Jenis Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil :

1. Penerbitan Akta Kelahiran

2. Penerbitan Akta Perkawinan

penduduk di

Kecamatan

-
-
-

s ) & )\

No

Pelayanan

15

%

1.

E-Ktp

60.88%

117.75%

75.36%

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau



Tabel 1.3 Jumlah e-Ktp yang dikeluarkan pada Tahun 2020 Di Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis
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Penduduk Yang
emiliki e-Ktp

Kecamatan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Penduduk Yang
Belum Memiliki e-

Jumlah e-
Ktp Yang
Dikeluarkan

1. 109.557
Sumber
Tabel 1.4 .ﬁ’ -Ktp Online
3 udukan Dan
<
)
& .
+4 Jenis
= No Pelayan
=g an
E:' p'r 1 Okt | Nov | Des
33 E-Ktp
+ Secara 1.168 |1.180 |1.340
od Online
o Sumber: Dat Man :
=
@n
= Tabel 1.5 Re an e-Ktp Langsung
=
- \nan Teknis Dinas
- andau Kabupaten
;
No Jenis
Pelayan
an
Jan | Feb | Mar Mei | Jun | Jul | Agus | sept | Okt | Nov | Des
E-Ktp .
Secara | 427 | 265 | 418 204 | 303 | 127 237 | 326 | 117 | 143 | 175
Langsung

Sumber: Data UPT Dukcpil Mandau

Konsep pelayanan terhadap masyarakat harus memenuhi prosedur,

persyaratan, biaya dan jangka waktu yang jelas, itu artinya bahwa jika masyarakat

dalam pengurusan dengan pemerintah jelas dengan siapa, apa persyaratannya dan
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berapa lama prosesnya. Serta tidak lagi berlakunya opor ke sana kemari sehingga
masyarakat malas mengurus dan itu yang terjadi selama. Hal ini dapat diatasi
dengan penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan e-Government dalam
pelayanan e-KTP.

Sebagai salah satu contoh, Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kecamatan -Mandau ~Kabupaten Bengkalis sudah berhasil
merealisasikan penerapan e-government hal ini dibuktikan dengan adanya website
https://disdukeapil.bengkaliskab.go.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan e-
government. Dengan adanya wesbsite tersebut tentunya pelayanan bisa dilakukan
secara online dan warga cukup mengakses internet di komputer, hp maupun
laptop. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan masyarakat, di samping
mengenai padatnya antrian. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga
penerapan sistem good gevernance di suatuy negara. Maka negara akan
menggabungkan sistem tersebut dalam bentuk sistem e-government. Dalam
penerapan e-government untuk pelayanan publik, kendala yang sangat sering
dihadapi tidak hanya pada ketersediaan teknologi dan dana penunjang
operasional, tetapi juga menyangkut Sumber daya masyarakat untuk bisa
mengakses website tersebut.

Pemerintah kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis melakukan terobosan
dalam penerapan e-government tujuannya untuk efisiensi dan transparansi dengan
memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) melalui
website https:bit.ly/AntrianCapilMandau. Website ini hanya untuk pendaftaran

berkas untuk pengurusan e-Ktp. Nantinya setiap pendaftaran berkas akan dilayani
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lewat jaringan internet untuk mengurangi keramaian yang sering berkumpul di
depan pintu masuk kantor Disdukcapil Mandau tersebut. Dan jika berkas untuk

pengurusan e-Ktp sudah selesai, maka masyarakat tinggal mengambil berkasnya

TeknisKependt
e-Ktp

yaituhttps:

Ze AN

.Idwebsite perlu datang
mengantar | elalui website ini
dan keesoka ah dicetak.

&
pandemi Covid19, sehingga . ak
Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis membuat terobosan
terbaru dengan menerapkan e-Government dalam pemanfaatan website yang
sebelum di launching di sosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menentukan beberapa

fenomena penelitian sebagai berikut:


https://linktree./dukcapilbengkalis
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1. Dalam menerapkan e-government, Pemanfaatan website belum maksimal
untuk pelayanan E-KTP Di Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan

Dan Catatan SipilKecamatan Mandau secara online.

Teknis Dinas

nit Pelayanan

Mandau dalam

A R

45“ s W2
|-
>
«Q
QD
3
S,
5
>
o
3
S

'a masalah tersebut dalam hal ini
peneliti ingin meneliti sala . nlsa5| perangkat daerah yaitu
pemerintah kecamatan (Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kecamatan Mandau) dalam melaksanakan pelayanan. Disini penulis ingin
mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan E-Government Dalam Pelayanan E-
KTP Pada Unit Pelayanan TeknisDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dari itu penulis merasa tertarik

untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan E-Government dalam Pelayanan
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E-KTPdalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Penerapan E-Government
Dalam Pelayanan E-KTP Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.

Penerapan : , : 3 Pelayanan Teknis
Dinas Ke

Bengkalis?’

C. Tujuan

1. Tujua

Pelayanan e-KTP Pade ayanan Teknis Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penerapan E-
Government Dalam Pelayanan e-KTP Pada Unit Pelayanan Teknis

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis
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2. Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya,

maka keguanaan penelitian ini adalah:

pat menambah dan
\“\‘4\“ ..5‘ isis kajian-

hand bidang keilmv ,. ogram Studi

AR
:
3
:

-
-
)
S
«Q
2.
=
o
@D
S
c
7

2layanan e-KTP

an Catatan Sipil

«uavALN

\

sebgai informasi

mengenai materi
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

(baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintah).

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebuthan dan tuntutan setiap
orang akan jasa publik dan layan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga

dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

22
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Afan Gaffar dari Universitas Gadjah Mada, dalam “Program Pasca Sarjana
Ilmu Pemerintahan pada Institut Ilmu Pemerintahan,” makalah pada Seminar
Pengembangan Illmu Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Institut IImu
Pemerintahan pada tanggal 25.Juli 1995 mendefinisikan. ilmu pemerintahan
sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam
sebuah 'masyarakat) dalam. -penyelenggaraan . pemerintahan sebuah negara.
Sebelumnya Soewargono Prawirihardjo dari Institut [fmu Pemerintahan, melalui
tulisan “Ilmu Pemerintahan, Ilmu-llmu Pemerintahan, dan limu Pemerintahan
Terapan,” dalam Laporan Seminar Nasional Posisi-limu Pemerintahan dalam
Sistem Pendidikan dan Peranannya dalam' Pembangunan Nasional yang
diselenggarakan-oleh Institut IImu Pemerintahan pada tanggal 21 dan 22 Oktober
1991, mengutip U. Rosenthal yang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah
ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-
proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal (Ndraha, 2010:16).

IImu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari
sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan
pada saat dibutuhkan”, jadi normatif, ideal, das sollen), dan kedua dari sudut
bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia
menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, de sein).
Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang ligkup pemerintahan. Ruang
lingkup pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

1. Yang-diperintah.

2. Tuntutan yang-diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
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3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.

5. Hubungan pemerintahan.

6. intah na ampu  menggunakan

‘\n»\ 0, :
i,
r

7.
8. { ” menunaikan
7
9. .@’ diperintah dan
el
o
g kan kekuasaan
legal oleh mf n atas interaksi
Fe)

'.. dengan individu,

atara individu denc emerinte pef erintahan dengan

Ly
atuk- memenuhi kebutuhan

dan keperluan hidup“seha ersebut dapat berjalan secara

Dalam Ndraha ( 2005:7) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai
ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan
tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan
pemerintahan, ( sehingga dapat diterima ) pada saat dibituhkan oleh yang

bersangkutan.
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Selanjutnya pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses yang
pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang

melalui hubungan pemerintahan, sesuai setiap anggota masyarakat yang

bungan, pihak

iki Kketaatan (

VAN

ara estimologi

berarti didalam

An AN

pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institut (government as an
institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses
(government as a process). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara
Pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.
Menurut (Syafiie,2003;36) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin
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bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah, antara
lembaga serta antara yang memerintah yang diperintah.

IImu pemerintahan mempunyai objek dan objek forma. Objek formal ilmu
pemerintahan dengan sub subnya (hubungan.antara pusat dan daerah, hubungan
antara yang memerintah dengan yang diperintah, hubungan antar lembaga serta
departemen), termasuk pembahasan output pemerintahan sebagai fungsi, sistem,
aktivitas, 'kegiatan, gejala, perbuatan serta peristiwa elit pemerintahan yang
berkuasa. (Hamidi, 2010;134)

Selanjutnya (Hamidi, 2010;135) menjelaskan bahwa objek material ilmu
pemerintahan sama dengan objek material ilmu politik, 1'mu administrasi Negara
IImu hukum tata Negara, dan IImu Negara itu sendiri yaitu Negara.

IImu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan
legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi
yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu
dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan
dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan.individu) untuk memenuhi
kebutuhan dan keperluan “hidup. sehari-hari; sehingga interaksi tersebut dapat
berjalan secara harmonis (Nurcholis, 2005;112)

Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan
fungsi menjalankan undang-undang,yaitu sekelompok orang yang diberikan tugas
untuk  merencanakan, mengumpulkan,  menyusun  mengorganisasikan,
menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat / penduduk suatu

negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah diciptakan.
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Pemerintahan dalam arti luas adalah kewenangan untuk memelihara

kedamaian keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, suatu negara

harus mempunyai kekuatas militer untuk mengendalikan perang. Mempunyai

Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 dibidang Ketatanegaraan
Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintah

Daerah.
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Perubahan Ke-4 UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dn
susunan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

pasall8 ayat (1) berbunyi

an daerah

pembantuan dengan prinsig eluas-luasnya sesuai dengan sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkruen yang
diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi

daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
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3. Pemerintah daerah dalam melakukan urusan pemerintahan umum yang

menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanannya dilimpahkan kepada

Gubernur dan bupati atau Walikota, dibiayai oleh APBN.

pembantu

pemerintah 0 fat absolu { onkruen tersebut
dibagi ante n pemerintah
p akuntabilitas,

efisiensi, da i epe gis nasional. Selanjutnya

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berbasis internet.Layanan ini

diberikan oleh pemerintah ke masyarakatnya.

Pemerintahan elektronik berasal dari kata bahasa Inggris elecktronics
government juga disebut dengan e-gov adalah penggunaan yang melibatkan
teknologi oleh pemerintah yang digunakan untuk memberikan informasi serta

pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal lain lain yang berkenaan dengan
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pemerintahan. E-government juga dapat dapat diaplikasikan denga lembaga
legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efesiensi

internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang

digital untuk

tujuan  untuk

an definisi “E-
edia informasi,
layanan atau ) : isiapk : i oleh pemeritah,

tidak terbatas tempa ena partisipasi pada

Umumnya semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas
penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampakterhadap E-
Government. Dengan demikian E-Government membutuhkan critical mass dari E-
Citizen dan E-Business untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi

transparansi dan efisiensi internal pemerintah.
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Untuk mengimplementasikan e-government, Gartner Group mengusulkan
empat tahap kematangan e-government yaitu presensu, interaksi, transaksi, dan

transformasi (Baum & Maio.2000:14), deskripsi masing-masing tahap yaitu:

menjembatani
Tahap ini

informasi,

d. Transformatif, e-government memungkinkan adanya hubungan timbal
balik yang memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak,
memberikan pelayanan yang lebih citizen-centric, pemerintahan yang

responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut (Baum C & Maio, 2010:38) Kkonsep e-government

memungkinkan terbentuknya hubungan (relasi) antara entitas yang terlibat, yaitu:
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a. Government to Citizen (G2C). Relasi ini bertujuan membangun

berbagai portofolio teknologi informasi yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi dengan masyarakat.

ne

RALNARAE

BN &)
Q5
"i

dalam suatu
perekonomian
3 bertujuan untuk

3s-entitas bisnis

digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah secara bersama-sama.

d. Government to Employee (G2E). Hubungan Government to Employee
(G2E) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para
pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai institusi. Bentuk dari
hubungan G2E dapat berupa aplikasi kepegawaian, sistem peningkatan

kompetensi, ataupun sistem pengeolaan gaji dan kesejahteraan pegawai.
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Menurut (Indrajit, 2006:45) e-government merupakan suatu mekanisme
interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang
berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama
internet) dengan_tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-government
adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan
kualitas “layanan publik secara |efisien; efektif, dan interaktif. Intinya E-
Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan
hubungan = antara pemerintah dan pihak-pihak lain seperti misalnya
(penduduk,pengusaha, maupun instansi lain).

(Rianto, 2012:27) menyimpulkan bahwa E-government merupakan bentuk
aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi
telematika ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-government
memberikan peluang untuk~meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar
instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha di dalam
masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan antara computer dan
system jaringan komunikasi.

Menurut The world Bank Group..(Bintoro Wardianto, 2010:18) E-
government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Karena visi
tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana E-
Government tersebut implementasikan, maka masanya akan sangat bergantung

pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas
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bahwa E-Government adalah upaya untuk menyelenggarakan upaya pemerintah
yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

efektif dan efesien.

dampak be

Ind

dibagi menji

Adalah komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka
yang berkepentingan. Ada 2 jenis aplikasi yang biasa digunakan. Pertama,
bentuk portal dimana situs terkait fasilitas searching bagi mereka yang
ingin mencari data atau informasi lebih spesifik. Kedua, pemerintah

menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan
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unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun
tidak.

3. Transaksi

a “ . i hanya saja terjadi
i

N uang dari
carena harus
uang dapat

pihak yang

e-government
terdapat sumber daya ye ‘ 1tuk Ujuc e-government terdiri

dari :

jaringan LAN (Local Area Networking ) yaitu jaringan LAN (Local Area
Networking) yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan
secara intern.

Sumber daya e-government lainnya yang cukup penting adalah

perangkat lunak komputer (software).
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2. SDM ( Sumber Daya Manusia)
SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam

organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersediaan

o
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&
g emerintah pusat
d .
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form rapat koordinasi,
bentuk pertemuan lainnya.
Tujuannya adalah membangun perspesi yang sama antara pembuat
kebijakan dengan pelaksanannya. Proses komunikasi dapat dikatakan
berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan

pemahaman bidang e-government.
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4. Sikap Pelaksana

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para

pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait

dengan Kri

O
D
=y
>
L
5
)
2
)
5

informasi y
dapat meni
menjadikan

merupakan s

EVIR L

=
s 3
<

government adalah :

a. presensi : ne akan menyediakan informasi dasar.

Tahap ini ditandai dengan pemanfaatan website lembaga pemerintah

dalam menyampaikan informasi-informasi kepemerintahan. Misalnya

program-program pemerintah, informasi persyaratan perizinan, dan
sebagainya.

b. Interaksi : Tahap dimana e-government mampu menjembatani

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tahap ini
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memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun
tanggapan secara online.

c. Transformasi : yaitu adanya hubungan timbal balik yang memberikan

KTPyangm
khusus ya
pelaksana. dilengkapi

denganchipberisirekamanele : 2 aranasionaldiseluru

yenduduk:Buktidirip
endudukuntukpengu .nq ‘ pemerintah,
pemerintah daerah, lembage asta yangberkaitan dengan dan

tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan,
jasaperbankan,asuransi,perpajakan,danpertanahan. Program pembuatan E-KTP
merupakan proyek nasional dengan biaya besar. Pembuatan E-KTP membutuhkan
komitmen antar sektor, di tingkat pusat diperlukan kerja sama yang baik antara

lembaga seperti Departemen dalam Negeri, Badan Perncanaan Pembangunan
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Nasional, Badan Penggajian dan Penerapan Teknologi, Kepolisian, Kementrian
Komunikasi dan Informasi, Imigrasian dan Lain-lain.

Sedangkan di tingkat daerah keterpaduan antara lembaga seperti

Dinas Kominfo Dan

perikan pelayanan

standar pelayanan

pelayanan yang berkualitas memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedura,terdistribusi
dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan.

Menurut (Lukman, 2000:23) pelayanan adalah kegiatan yang sangat
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya

lukman mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan yang
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terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan
menghasilkan kepuasan pelanggan.

Pelayanan adalah proses pendekatan yang menjadi kualitas pelayanan

untuk diterima g gerak utama dalam
Mengata ( z > an melalui
aktivitas o
al, cara, atau
hasil pekerjaa : elanju . ayanan adalah

suatu kegiatan a : o] +' ] ':' 3 aksl langsung antar

kepastian bagi penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan

b. Waktu pelayanan

c. Biaya pelayanan

d. Produk pelayanan
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e. Sarana dan prasarana pelayanan

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan (dalam (Winarsih, 2003:23)

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang

pelayanan
memenuhi
bagi setiap wa ot .. anfatau pelayanan

administrati

Keputusan Menteri Dan Instansi Pemerintah Serta BUMN/BUMD
pengelompokan jenis pelayanan tersebut adalah didasarkan pada ciri-ciri dan sifat
kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan yaitu :

5. Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik
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termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen secara langsung
(sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem.

Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berupa

nberikan nilai tambah

persih dan

berupa jasa yang an. manfaat bagi-pe G ecara langsung dan
habis terpaka
laut dan uda ¢ 1 : pelayanan pemadam

kebakaran.

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi
dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk
akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin rekomendasi, keterangan dan
lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan izin mensirikan
bangunan, pelayanan administrasi kependudukan (kartu tanda penduduk, akte

kelahiran, dan akte kematian)
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Nama Judul Fenomena Teori Metode Perbedaan
1 5 6
Dian Deskriptif | Penelitian
alitatif Andika
difokuskan
pada
pelaksanaan
kebijakan,
sumber daya

yang tersedia,
dan seberapa
besar manfaat

kebijakan e-
government
dalam
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Ayu Penelitian ayu
Aditya difokuskan
Oktavya pada
E-journal pasrtisipasi,
IImu sumber daya
Pemerinta manusia,
han, infrastruktur,
Volume 3, dan dukungan
Nomor 3, pemerintah
Tahun Pelayanan
2015 Di Kota | a E
Bontang mengenal dan
mengerti
tentang e-
government
Yordan Pengembang | Kegiatan Berdasarkan Deskriptif | Perbedaan
Putra an E- | sosialisasi pada Instruksi | kualitatif penelitian ini
Angguna | Government | yang Presiden lebih
E-journal | dalam diterapkan Nomor 3 berfokuskan
lImu pelayanan memberikan | Tahun 2003 pada
Pemerinta | publik pada | manfaat yang | tentang menganalisis
han, dinas baik terhadap | kebijakan dan mengenai
Volume koperasi Dan | dinas strategi Kinerja
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Nama

Judul

Fenomena

Teori

Metode

Perbedaan

1

2

3

4

5

6

3,Nomor
4,  Tahun
2015

Ita
Mafrohati,
2016

UKM Kota
Malang

Koperasi
UKM
Malang

dan
Kota

pengembanga
n E-
Government

pelayanan
berbasis e-
government
sedangkan
penulis
berfokus pada
penelitian
penerapan e-
government
dalam
pelayanan e-
KTP di Upt
Dukcapil
Mandau
Kecamatan
Mandau
Kabupaten
Bengkalis

Persamaannya
adalah  pada
fokus
penelitian
yaitu
pelayanan
yang
menerapkan
pelayanan
berbasis e-
government

Berdasarkan variabel penelitian “Penerapan E-Government Dalam

Pelayanan E-KTP Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis” Yang kemudian

diukur menggunakanacuan dari beberapa teori yang penulis jadikan indikator

dalam penellitian. Maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi
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kesalahpahaman dalam menentukan maksud dari penelitian. Berikut kerangka

pikir yang meggambarkan:

Gambar I1.1 Kerangka Pikir

-

0
%
=
aF
o
i

s
=

Pt

\

SN Wy

N

W
D. Konsep Operasional ‘ ‘
Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul penilitian ini, oleh

sebab itu penulis menyusun konsep operasional.
1. E-Government adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyedia
informasi, pelayanan atau produk yang disiapkan secara elektronis oleh
pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, serta menawarkan nilai lebih

untuk partisipasi pada semua kalangan.
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2. Pelayanan adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan

yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar

pelayanan yang diberikan.

dilengkapi e hip berisi  rekaman

a0 ‘ adll0 U
‘%“ “hh%“‘ .@. h wilayah

L\ \ 4

ANy

eri arti atau
mendeskripsika engga ) I. J el kegiatan atau

memberikan sua erasinal (pek 1) yar De nountuk mengukur

Sub Indikator

1 2 3 4
E-Government E-Government | Presensi a. Menyediakan
adalah sesuatu yang informasi dasar
berhubungan seperti program
dengan  penyedia kerja pemerintah,
informasi, master plan, dan
pelayanan atau sebagainya
produk yang b. Memberikan
disiapkan  secara informasi harian,
elektronis oleh mingguan, bulanan,
pemerintah, tidak dan tahunan secara
terbatas tempat dan berkala dan up to
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Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
waktu, serta date
menawarkan nilai . - -
lebih Interaksi a. Menjembatani
omunikasi  antara

tisinasi
partisipasi dan

kritik,
keluhan,
dan
dari
secara

-

indrajit

wa N,

publik
online dan

A

ayanan yang
ebi citizen-centric
.{ﬂ yani

masyarakat ~ dengan
0 responsif atau

A MMM

Sumber: Ola

-
N2
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Kecamatan Mandau Kabupate

adalah badan yang melakukan

pelayanan e-KTP dan pencatatan sipil yang lainnya.

C. Informan Dan Key Informan
Informan dalam penelitian ini adalah Camat Mandau Kabupaten

Bengkalis, kasi Sistem Dan Teknologi KependudukanUnit Pelayanan Teknis

48
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Kecamatan Mandau Kabupaten

Menjadi key informan dalam penelitian adalah Kepala UPT Dukcapil

nerapan E-
Dukcapil
Jumlah
1. 1
2. 1
3. 1
4. [Kasi Sistem Dan Informan 1
Pelayanan Teknis D
Catatan Sipil Kecamata
Bengkalis
5. |Masyarakat informan 1

Sumber: Olahan penulis,2022
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D. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

Teknis Dinas

‘A L

au Kabupaten
uti: Gambaran

Catatan Sipil

RoRALRaRS

m
_|
D
2
-]
%
s
<+

1. Observasi adalahYang p an langsung melakukan survey ke
tempat penelitian lokasi. Dengan melakukan observasi langsung
dilapangan, penulis dapat mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi di
lapangan.observasi dilakukan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai

penerapan e-government dalam pelayanan e-KTP Pada Unit Pelayanan
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Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis

2. Wawancara adalahPengumpulan jumlah jumlah data yang dilakukan

dari hasil wawancara, catatan pahan-bahan lain, sehingga dapat
degan mudah dipahami, dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang
lain.

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data

diatas, maka penulis akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data. Kemudian

data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan
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menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan

dengan kondisi yang terjadi saat penelitian.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana
pegaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan dengan pembagian waktu

pelaksanaan yang terperinci./Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 111.2: _Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Penerapan E-
Government dalam pelayanan E-KTP pada UPT Dukcapil
Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Tahun2021/2022

No | Jenis Kegiatan| Nov | Des Jan Feb Mar Apr Mei

121314LL12(314]1{2({3]4] 1121344 [1}2|3|441[2[{3]|4{ 1] 2| 3

Penyusunan
Proposal

Seminaar

Proposal

Revisi

Proposal |

Daftar
Wawancara

Pengurusan
5 |Rekomendasi

Penelitian

6 |Analisis Data

7 Penyusunan
Skripsi

8 Bimbingan
Skripsi

9 Perbaikan Bab
per Bab

10 |Ujian Skripsi
11 |Revisi Skripsi
Penggandaan
Skripsi

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

12
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GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

pesisir Timur era ‘ ny emiliki luas yaitu
7.773,93 k

a.

muara sungai siak. Kota terbesa paten Bengkalis ini adalah Kota Duri
yang berada di Kecamatan Mandau.

Kabupaten Bengkalis memiliki penghasilan terbesar yaitu minyak bumi
dan gas yang menjadi sumber terbesar APBD. Kabupaten Bengkalis juga

memiliki letak jalur strategis karena jalur strategis di Kabupaten Bengkalis ini di

lalui oleh kapal-kapal internasional yang berlayar menuju Selat Malaka.

53
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Kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam salah satu bentuk program
Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle yang memiliki sebutan lain  (

IMT-GT). Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi

rata yang be a 8§ ring (musim

kemarau)

c. Sebelah barat berbatasan dengan Rokan Hulu

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya yaitu 0°56’12 Lintang Utara s/d 1°28°17
Lintang Utara. 100°56°10 Bujur Timur s/d 101°43°26 Bujur Timur.

Kecamatan Mandau disebut dengan Bengkalis daratan, dikarenakan letak

Kecamatan Mandau yang berada diantara Kabupaten yang lain yang ada di
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Provinsi Riau sedangkan Bengkalis sebuah pulau yang ada di antara
Kabupaten/Madya di Riau dan Selat Malaka. Kecamatan mandau memiliki luas

wilayah yaitu 937,47 km° memiliki suhu minimum 25°c dengan batas suhu

' pses penduduk
&

adalah modal d : emba ) 0 Jan begitu tingkat

k menentukan

Tabel.1V.1 arifika | 1. Mandau Kabupaten

No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 97.552 Jiwa
2. Perempuan 84.862 Jiwa

Jumlah 182.414 Jiwa

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis,2020
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Klarifikasi Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan Di

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2020

No.

Tingkat Pendidikan

3

.

() )

ahaanh’

|

B ™ W

Jumlah

No.

1.

2. SD 50 Unit

3. SMP 14 Unit

4. SMA 8 Unit

5. SMK 7 Unit

6. Sekolah Luar Biasa 2 Unit

6. Perguruan Tinggi 1 Unit
Jumlah 112 Unit

Sumber: Data UPT Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau,2020
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Ketersediaan sarana dan prasana bidang kesehatan merupakan aspek
penting yang tentunya harus terpenuhi dan dipenuhi oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap hidup

masyarakat.

Tabel. Mandau

oy
N

A\ o

=
Y

EN

:

Q

Santanag,

AR AR EY

24 Unit

16 Unit

t Statist ten Bengkalis,2020

\\‘-‘

Sumber:

0..‘

Tabel.1V.5 Jumlah Tempat Pe

Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis Pada Tahun 2020

No. Tempat Peribadahan Jumlah
1. | Mesjid 110 Unit
2. | Mushalla 101 Unit
3. | Gereja 45 Unit
4. | Vihara/ Kelenteng 1 Unit

Sumber:Data dari Kantor KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,2020
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Tabel.1V.6 Jumlah Pendduduk berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2020

No. Mata Pencaharian Jumlah

perempuan dalam kepemimpinan di suatu Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau

sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan lebih banyak
daripada laki-laki.
Pemekaran lingkungan setempat terkecil terjadi di Kecamatan Mandau

dalam kurun waktu yaitu dari 2011-2012. Sehingga, pada akhir tahun 2012 hasil
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jumlah Rukun Tetangga (RT) Mencapai 766 unit dan Rukun Warga (RW) 161
Unit.

Kecamatan Mandau terdiri 9 Kelurahan dan 6 Desa, dengan jumlah
penduduk yang bervariasi di setiap Kelurahan-dan Desanya. Adanya perbedaan
jumlah penduduk antara satu kelurahan yang lainnya sangatlah signifikan. Bahkan
terdapat jumlah penduduk pada Kelurahan, yang menjadi perhatian terutama
dalam pengelolaan administrasi pada umumnya dan administrasi kependudukan
dengan banyaknya urusan administrasi yang tidak terselesaikan disetiap tahunnya.
Tabel. 1V.7 Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis Pada Tahun 2020

No. Kelurahan/Desa Jumlah Penduduk Jumlah KK
1. | Kelurahan Air Jamban 46.662 Jiwa 12.122
2. | Kelurahan Babussalam 17.406 Jiwa 4.549
3. | Kelurahan Batang Serosa 3.361 Jiwa 850
4. | Kelurahan Balik Alam 10.813 Jiwa 3.009
5. | Kelurahan Duri Barat 17.271 Jiwa 4.493
6. | Kelurahan Duri Timur 9.727 Jiwa 2.573
7. | Kelurahan Gajah Sakti 14.576 Jiwa 3.774
8. | Kelurahan Talang Mandi 21.659 Jiwa 5.662
9. | Kelurahan Pematang Pudu 27.913 Jiwa 6.955
10. | Desa Balai Makam 10.562 Jiwa 2.688
11. | Desa Sebangar 10.061 Jiwa 1.674
12. | Desa Harapan Baru 5.893 Jiwa 2.082
13. | Desa Petani 7.461 Jiwa 2.338
14. | Desa Kesumbo Ampai 4.014 Jiwa 1.090
15. | Desa Bumbung 6.497 Jiwa 1.658

Jumlah 275.772 Jiwa 71.835

Sumber: Data UPT Dukcapil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,2020



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

60

B.3. Visi Dan Misi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
a. Visi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Mewujudkan kantor Camat Mandau sebagai pemerintahan yang

memiliki tanggung jav ) ersangkutan. Kemudian

dijelaskan  bahwa : pemimpin  penyelenggaraan

pembinaan kehidupan masyarakat dalam ruang lingkup wilayah kecamatan.
Adapun tugas camat yaitu sebagai berikut:
1. Koordinasi pemberdayaan masyarakat
2. Ketentraman dan ketertiban umum
3. Penegakan peraturan perundang-undangan

4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang tersedia
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5. Kegiatan pemerintahan

6. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan

7. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan di Desa/Kelurahan

. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan

2. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
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. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang

dan

. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum

. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
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C. Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Dari hasil aborsi dari masa pemerintahan kolonial Belanda, yang pada
awalnya pelaksanaan pencatatan.sipil yang.dilakukan oleh-pemerintah indonesia
bersifat pluralis. Pluralis adalah catatan sipil yang diakukan dengan melakukan
penggolongan-penggolongan warga negara indonesia berdasarkan pada pasal 131
dan 163 Indische Strategeling dengan memiliki ketentuan yaitu:
a. Untuk warga negara Eropa digunakan Reglament sebagai pencatatan
sipil Staatblad pada Tahun 1849.

b. Untuk kegiatan perkawinan campuran yang ditetapkan pada penetapan
Raja pada Tanggal 29 Desember 1986 No.158.

c. Untuk warga negara Tionghoa digunakan Staatblad pada Tahun 1917.

d. Untuk warga negara_Indonesia digunakan Staatblad pada Tahun 1920,
dan bagi orang Indonesia umat Kristiani, dengan suku Jawa, Ambon,
dan Madura, Staatblad yang digunakan pada Tahun 1993 KUH perdata
pembagian ini berubah sejak tanggal 27 Desember 1966.

Berdasarkan pada Instruksi Presidium-Kabinet No0.31/u/IN/122/1966 yang
mengatur bahwa Warga Negara dibedakan atas Warga Negara Indonesia (WNI)
dan Warga Negara Asing (WNA). Seiring dengan perkembangan tugas kantor
Catatan Sipil, Terjadi pula perkembangan hukum individu. Diantaranya lainnya
juga berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan UU No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan. Kemudian hal itu dilaksanakan dengan peraturan

pemerintah N0.9 Tahun 1975. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan peraturan
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dan peningkatan pembina penyelenggaraan catatan sipil yang kemudian lahirlah
Kepres N0.12/1983 dan Pemutusan Mandagri N0.54/1983 Tentang organisasi dan

Tata Kerja Kantor Catatan Sipil berikutnya adalah administrasi kependudukan

e. Keputusan Kab S 1998 Tentang peraturan

f. Menyusu 15 o 22 Ts )g ; Pemerintahan

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas pokok untuk
melayani masyarakat dalam hal kependudukan dan peristiwa penting yang
dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, UPT Dukcapil Mandau juga memiliki tugas
untuk mencatat, mendaftarkan masyarakat serta melakukan pembukuan dan arsip
selengkap mungkin untuk setiap hal penting bagi status kependudukan dan

pendataan masyarakat.
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Semua hal penting yang terjadi di dalam setiap keluarga atas dasar hukum,

keluarg tersebut harus terdaftar didalam pembukuan dan arsip, sehingga keluarga

yang bersangkutan ataupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti

1.

2.

Penerbitan akta kelahiran

Penerbitan akta perkawinan
Penerbitan akta perceraian
Penerbitan atas kematian
Pencatatan pengangkatan anak

Pencatatan pelaporan pengakuan anak

demikian maka status
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7. Pencatatan pengesahan anak

8. Pencatatan pelaporan perubahan nama

9. Pencatatan pembatalan perkawinan

"~
) D. Str
-
.- Gambar - : landau Kabupaten
=
-3
8
~ =
= =
& =
= g
- Ao &
- 14
e 2 dlall
< = ’
¢ =
o B ]
w = L e |
.
2.7 s
& 2 ' Kasubbag Keuangan
= ' Dan Perlengkapan
@ 2 ¢
hT = Wieke Ariesta,S.Sos
E =
pa's
=
Kasi Tata Kasi Kasi Kasi Kasi Pelayanan
Pemerintahan Pemberdayaan Kesejahteraan Ketentraman Umum

Siti Harmila,S.IP

Masyarakat Desa Sosial Dan Budaya Dan Ketertiban

Fitrianita Eka
Lisa Ardianti Dar Us,S.H.,M.Si Maspuri, S.H Putri,S.Sos

Sumber: Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis

PALA UPT D

Nod

Petugas Urusan Data,
Evaluasi, Dan

Penyuluhan
Aromi Yosdel,S.Sos

. Kasi Sistem
- Teknoloqgi
* Kependudukan Dan
‘©Operator Online

B

Efsa Dewi Putri,S.Pd
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E. Visi Dan Misi UPT Dukcapil Mandau Kabupaten Bengkalis
a. Visi

Memberikan layanan dengan CEKATAN (Cepat,Akurat, Tangkas)
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b. Misi

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalismempunyai tugas :
a. Melakukan penghimpunan data-data di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Diwilayah Kecamatan Mandau
b. Melaksanakan program kerja teknis dibidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
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c. Melakukan koordinasi terhadap institusi terkait dengan pelaksanaan

dalam program kependudukan dan pencatatan Sipil

d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap personil dan unit

. Melaksanakan inventaris dan pemeliharaan kekayaan Daerah

e. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan

. Urusan Tata Usaha

a. Melaksanakan upaya Kkegiatan penyusunan data, evaluasi, dan

kependudukan
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b. Dapat membantu kegiatan pelaksana pengumpulan dan Kkegiatan

pendataan

c. Dapat melaksanakan kegiatan dalam pelayanan surat menyurat yang

Menyelesaikan laporan pencatatan sipil setiap minggunya
d. Dapat membantu pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pemutasian
e. Dapat melaksanakan pelayanan pencatatan sipil

f. Dapat menyelesaikan berkas akta kelahiran dan akta perkawinan

g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pengambilan KK dan Ktp
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

Catatan Sip

berjumlah

Tabel V.1: Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No. Pendidikan Jumlah Presentase
1) (2) 3) 4)

1. SD - -

2 SMP - -

3. SMA - -

4. S1 4 80 %

5 S2 1 20 %

Jumlah 5 100%

Sumber: Olahan Data Penelitian,2022

71
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Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa responden yang berpendidikan
S1 berjumlah 4 orang atau 80 % dari S2 jumlah 1 orang atau 20 % dan jumlah

keseluruhan responden 100%. Dengan begitu, dapat dilihat dari tingkat

terhadap Penerz ; nme an nit Pelayanan
Teknis Dinas Ke ' Catatan S ama andau Kabupaten
Bengkalis. ersebaran onden dari k3 N ersebut dalam

penelitian in

“ﬂe‘\‘il

Tabel V.2 :
No. Presentase
%

(1) ‘; @)

1. : 20%

2. 60%

3. 39-49 Tahun - -

4, >50 1 20%

Jumlah 5 100%

Sumber : Olahan Data Penelitian,2022
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Dari tabel diatas dapat dilihat dari ke-5 responden diatas, responden

dengan usia diantara 17-27 tahun berjumlah 1 orang, kemudian yang berusia 28-

38 berjumlah 3 orang, diikuti usia >50 yang berjumlah 1 orang.

in dapat

den perempuan

anyak 2 atau 40%.

Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Saat ini, pelayanan dilakukan berbasis elektronik dengan hal ini bertujuan

untuk penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif. Karena

semakin banyak layanan online yang tersedia, semakin luas penggunaan layanan

tersebut, maka semakin besar dampaknya terhadap e-government.
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Menurut Zweers Dan Planque Dalam Indrajit (2004:68) E-Government

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau

produk yang disiapkan secara elektronik dengan pemerintah tidak berbatas tempat

b. Melayani masyarakat dengan sikap responsive atau cepat tanggap.

Untuk menilai Penerapan E-Government Dalam Pelayanan E-Ktp
PadaUnit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan menjelaskan tanggapan

responden dalam indikator sebagai berikut:
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1. Presensi
Presensi yaitu penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
menyediakan informasi dasar untuk menyampaikan informasi informasi
kepemerintahan.
Pada penjelasan ini, untuk mengetahui presensi dalam penerapan e-
government terdapat pertanyaan mengenai pemanfaatan website.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan yaitu
Ibu Dra.lrdawati selaku kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalistentang indikator presensi
mengenai pemanfaatan website pada Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 09.58 di Unit
Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalisadalah sebagai berikut:
“Penerapan e-government dalam pelayanan e-Ktp, UPT Dukcapil
Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak menyediakan
informasi dasar mengenai program kerja pemerintah, master plan dan
sebagai nya. UPT Dukcapil Mandau hanya memberikan informasi
bulanan "yang dilaporkan ke pusat, tidak dicantumkan di website.
Penggunaan website untuk pelayanan e-Ktp secara online ini sangat di
apresiasi oleh masyarakat dan penerapan.e-government pada UPT
Dukcapil untuk™ penggunaan website dalam pelayanan e-Ktp sudah
terlaksana dengan baik. Hingga saat.ini sudah sebagian masyarakat yang
menggunakan wesbsite tersebut untuk pelayanan e-Ktp. Penerapan e-
government dalam penggunaan website untuk pelayanan e-Ktp dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu memudahkan masyarakat
untuk mengurus e-Ktp dengan waktu yang lebih efisien.”
Kemudian dilanjutkan wawancara sebagai informan yaitu Bapak Riki
Rihardi S,STP.,M.Si selaku Camat Mandau Kabupaten Bengkalis pada Rabu, 16
Maret 2022 Pukul 10.45 Di Kantor Camat Mandau dengan pertanyaan yang sama

beliau mengatakan:
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“Penerapan e-government dalam penggunaan website untuk pelayanan
e-Ktp sudah terlaksana dengan baik yang mendapatkan apresiasi dari
masyarakat. Adanya website tersebut memberikan kemudahan untuk
masyarakat yang akan mengurus e-Ktp. Tetapi, sampai saat ini UPT
Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak
memberikan_infromasi seperti apa program-kerja pemeintah, informasi
harian, bulanan, mingguan, maupun.tahunan secara berkala up to date
pada website. Informasi yang dilakukan hanya informasi bulanan yang
tidak ditampilkan pada website, tetapi informasi bulanan tersebut
langsung disampaikan ke pusat.”

Kemudian dilanjutkan wawancara dengans ,Kasi Pelayanan Urusan
Pencatatan Sipil e-Ktp sebagai informan yaitu Bapak M.Syarkawi,SE dengan
pertanyaan yang sama mengenai indikator presensi pada Kamis,17 Maret 2022
Pukul 09.01Di Ruangan Percetakan e-Ktp beliau mengatakan:

“Untuk informasi kita sudah menyediakan sistem online, yang pertama
sudah ada website, kemudian aplikasi Dukcapil Kabupaten Bengkalis.
Tetapl pada website kami tidak menampilkan informasi harian, mingguan,
bulanan, ataupun tahunan. Tetapi kami langsung menyampaikan
informasi bulanan ke pusat. Website tersebut mendapatkan apresiasi dari
masyarakat dan sampai saat Ini penerapan e-government dalam
penggunaan wesbite tersebut untuk: pelayanan e-Ktp sudah terlaksana
cukup baik. Pemanfaatan website dalam penerapan e-government dalam
pelayanan e-Ktp mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan wesbite
tersebut sudah terlaksana cukup baik. Website untuk pelayanan e-Ktp ini
sebagai wujud dari penerapan e-government yang memberikan
kemudahan masyarakat untuk mengurus e-Kip. ”

Wawancara selanjutnya dilakukan..oleh informan yaitu Ibu Elsa Dwi
Putri,S.Pd sebagai Kasi Sistem dan Teknologi/Operator Kependudukan UPT
Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Kamis, 17
Maret 2022 Pukul 09.15 di Loket Pelayanan Online di peroleh informasi bahwa :

“Infromasi tidak melalui website. Cukup melalui sosial media seperti

Facebook, Email, Instagram. Tetapi website untuk pelayanan e-Ktp sangat

mendapat apresiasi dari masyarakat tetapi teknis yang dilakukan melalui

website dari masyarakat tersebut UPT Dukcapil Mandau tidak mengetahui

masuknya notif dari website dari masyarakat yang mengajukan
permohonan untuk mengurus e-Ktp. Terkadang permohonan tersebut
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ketika lewat jam kerja, misalnya jam kerja jam 08.00-16.00 wib masuknya
notif dari masyarakat jam 16.00 lewat, jam tersebut sudah diluar jam
kerja, maka permohonan tersebut akan kami proses keesokan harinya.
Jadi, UPT Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat, jika masyarakat ingin
menunggu maka. UPT Dukcapil Mandau.Kecamatan Mandau akan
memberikan informasi..selanutnya, karena percetakan e-Ktp tersebut
dilakukan di._Kantor UPT Dukcapil “Mandau Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis. Website ini sangat mendapatkan apresiasi dari
masyarakat, karena website ini memudahkan masyarakat selain itu juga
untuk menghindari pengurusan-yang diwakilkan oleh orang lain, karena
dengan adanya website ini_pengurusan e-Ktprsudah sangat mudah cukup
dengan menggunakan Handphone masing-masing. Dan sampai saat ini
sudah banyak masyarakat yang menggunakan wesbsite untuk mengurus e-
Ktp.”

Dari tanggapan masyarakat sendiri mengenai presensi penerapan e-
government dalam penggunaan website untuk mengurus e-Ktp sudah baik, hal ini
disampaikan lbu Febri Yanti,S.Pd pada Jum’at, 18 Maret 2022 sbagai berikut:

“Pelayanan e-Ktp secara online melalui website sudah cukup produktif.

Adanya website pelayanan e-Ktp secara online ini memudahkan saya

untuk mengurus. e-Ktp, saya cukup membuka website-yang tersedia untuk

mengurus e-Ktp dan hasilinya diambil Tangsung ke Kantor UPT Dukcapil

Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. UPT Dukcapil

Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat menerima

kritik, keluhan secara online tapi tidak melalui website, melainkan melalui

media sosial seperti Facebook, Email, dan Instagram. Selain itu, tidak
memberikan informasi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan secara
berkala up to date pada situs web mereka.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-
government dalam pelayanan e-Ktp pada UPT Dukcapil Mandau Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat beberapa masyarakat
yang mengambil hasil e-Ktp yang dicetak melalui pengurusan online dari website.

Tetapi, masih ada masyarakat yang mengurus e-Ktp langsung datang Ke Kantor

UPT Dukcapil Mandau.
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2. Interaksi
Interaksi adalah komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih
untuk menyampaikan kepentingan. Misalnya antara pemerintah dengan
masyarakat, antara UPT Dukecapil MandauKecamatan..Mandau Kabupaten
Bengkalis dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kegiatan wawancara_dengan key informan yaitu lbu Dra.lrdawati selaku
Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan" Catatan Sipil
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalispada Kamis, 17 Maret 2022 Pukul
09.58 Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mengenai_ indikator interaksi yaitu
tentang apakah-menerima Kritik dan saran, contoh laporan pengaduan, dan apakah
kritik saran dipublikasikan ruang publik yang diperoleh informasi bahwa :
“Pengurusan e-Ktp rdilakukan melalui website, tetapi tidak membatasi
komunikasi  antara ‘UPT /. Dukeapil™ Mandau dengan masyarakat.
Komunikasi tetap dilakukan melalui website seperti menerima kritik,
masukan, tanggapan, serta keluhan secara online. Laporan yang selalu
diterima yaitu mengenai lama nya respon dari permohonan masyarakat
yang sudah mengajukan pengurusan e-Ktp. melalui website, laporan
tersebut ditanggapi oleh UPT Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis bahwa yang lama itu bukan UPT Dukcapil Mandau
tetapi sistem jaringan yang ada di kami dengan masyarakat itu berbeda,
tetapi jika sistem jaringan bagus maka kami akan segera proses dan
keesokan hari nya masyarakat sudah bisa mengambil hasilnya. Selain itu,
laporan dari masyarakat tersebut tidak di publikasikan pada website,
tetapi pada ruang publik dan media sosial. Sebelum launching website ini
juga sudah di sosialisasikan kepada masyarakat, dan sampai sekarang
pelayanan e-Ktp melalui website secara online sudah terlaksana dengan
baik.”
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riki Rihardi,S.STP.,M.Si selaku

Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengenai indikator interaksi pada Rabu, 16

Maret 2022 Pukul 09.45 Di Kantor Camat Mandau beliau mengatakan:
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“Sebelum launching website tersebut sudah di sosialisasikan kepada
masyarakat, akan tetapi website untuk pengurusan e-Ktp ini tentunya
banyak mendapatkan kritik, laporan atau pun tanggapan dari masyarakat
seperti misalnya proses lama, sebenarnya yang terjadi itu bukan proses
lama, tetapi sistem jaringan yang sedang bermasalah. Tanggapan, Kritik
dan laporan itutidak di publikasikan pada website, tetapi di publish pada
ruang publik dan sesial media.”’

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan informan vyaitu lbu Elsa Dwi
Putri.,S.Pd sebagai Kasi Sistem«Dan, Teknologi/Operator Online Kependudukan
Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalispada Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 09.15 Di Loket
Pelayanan Online dengan pertanyaan yang sama diperoleh informasi bahwa :

“Penerapan e-goverment dalam penggunaan website untuk pengurusan e-
Ktp sudah menjembatani komunikasi antara UPT Dukcapil Mandau
Kabupaten Bengkalis dengan masyarakat terutama.masyarakat yang
mengurus e-Ktp. Sebelum. launching..website tersebut, kita sudah
sosialisasikan kepada masyarakat. Laporan kritik saran yang disampaikan
akan langsung di publikasikan pada media sosial, karena apapun yang
tertulis pada media sosial tidak bisa dihapus jadi semua terbuka.”

Wawancara selanjutnya dilakukan Bapak M.Syarkawi.,SE Kasi Pelayanan
Urusan Pencatatan Sipil e-Ktp Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih
dengan pertanyaan yang sama mengenai indikator interaksi pada Kamis, 17
Maret 2022 Pukul 09.01 Di"Ruangan Percetakan e-Ktp yang diperoleh informasi
bahwa :

“Penerapan  e-government dalam penggunaan website, sudah
memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan UPT Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, UPT Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menerima Kkritik,saran dan
tanggapan dari masyarakat secara online, yang nantinya laporan tersebut
dipublis di dalam sosial media, tetapi ada beberapa yang memang tidak di
publis hanya untuk ruang lingkup nya saja. Laporan yang selalu kami
terima yaitu masalah jaringan, dengan adanya laporan tersebut UPT
Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
menanggapinya dengan cara memberikan pemahaman terhadap
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masyarakat terhadap kendala yang dihadapi yang misalnya jaringan yang
ada perbaikan dan lain sebagainya.”

Tanggapan dari masyarakat melalui kegiatan wawancara dengan Ibu Febri
Yanti.,S.Pd pada Kamis;17 Maret 2022 Pukul 11.15.Di. Ruang Antrian mengenai
indikator interaksi yang mengatakan :

“Sebelum kami menggunakan website tersebut, UPT Dukcapil Mandau

sudah mensosialisasikan-kepada ‘masyarakat bahwa akan ada website

untuk kepengurusan-e-Ktp secara online/Tetapi, kami juga mempunyai
keluhan seperti misalnya jaringan kami dengan sistem yang ada pada

UPT Dukcapil sering terjadi masalah sehingga kami harus menunggu e-

Ktp kami di proses. Menurut saya penerapan e-government dalam

pelayanan e-Kip melalui website sudah cukup terlaksana dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara penerapan e-government dalam penggunaan
website, sudah memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan UPT Dukcapil
Mandau Kecamatan Mandau.Kabupaten.Bengkalis, UPT Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menerima kritik,saran dan tanggapan
dari masyarakat secara online:

Dari hasil observasi tersebut penulis menemukan fakta bahwa masih
banyak masyarakat yang mengurus e-Ktp pada Unit _Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
secara langsung karena takut bermasalah dengan sistem jaringan. Sehingga
penerapan e-government dalam penggunaan website untuk mengurus e-Ktp secara

online dinilai tidak optimal, karena dalam permasalahan sistem jaringan ini

seharusnya mendapatkan solusi.
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3. Transformasi

Transformasi adalah hubungan timbal balik yang memberikan manfaat
lebih bagi kedua belah pihak. Pelayanan yang berikan lebih citizen-centric

Untuk indikator transformasi dengan.pertanyaan apakah pelayanan ini
sudah dilakukan dengan sikap responsif, waktu yang dibutunkan untuk
pengambilan hasil e-Ktp yang.dibuat-melalui ,website, apakah website tersebut
sudah terlaksana dengan baik, apa saja hambatan, dan apa saja saran bapak ibu
kedepannya menurut wawancara yang dilakukan oleh Ibu Dra. Irdawati selaku
Kepala UPT Dukcapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada
Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10.58 Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan-Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang
diperoleh informasi sebagai berikut :

“UPT Dukeapil Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah

memberikan pelayanan-yang sudah cukup Citizen-centric. Dalam melayani

masyarakat kami sangat responsif dengan rentang waktu 1x24 jam. Dan
untuk pengambilan hasil e-Ktp yang dibuat melalui website secara online

di hitung 1 hari, tetapi sesuai aturan yang ditetapkan 3 hari. Hambatan

yang sering kami hadapi yaitu masalah sistem jaringan. Ya, saran kami

agar website dapat berjalan dengan lancar. lebih menginformasikan lagi
kepada masyarakat. agar yang tidak memahami website tersebut bisa
memahami."

Selanjutnya, wawancara dengan Camat yaitu Bapak Riki
Rihardi,S.STP.M,Si pada Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 09.45 Di Kantor Camat
Mandau mengenai indikator transformasi diperoleh informasi bahwa :

“Tujuan dari penggunaan website ini untuk memberikan pelayanan yang

lebih citizen-centric sebagai wujud dari penerapan e-government.

Harapan saya, website ini sama sama di dukung bukan hanya dukungan
dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.”
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Sementara itu hasil wawancara dengan Kasi Sistem dan
Teknologi/Operator Online mengenai indikator transformasi pada Kamis,17 Maret
2022 Pukul 09.15 Di Loket Pelayanan Online diperoleh informasi bahwa:

“Sudah, .UPT ~Dukecapil Mandau. Kecamatan ~Mandau Kabupaten
Bengkalis sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan citizen-
centric. Untuk merespon kembali lagi ke sistem jaringan, jika jaringan nya
bagus begitu laporan masuk maka kami akan langsung merespon. Untuk
waktu yang dibutuhkan.dalam. pengambilan e-Ktp dihitung dalam waktu 1
hari. Jika masuknyapagi, pagi jam 8 untuk pengurusan pengambilannya.
Karena pengambilan langsung ke kantor, kira-Kira 10 menit-1 jam selesai.
Hambatan yang sering kami hadapi tidak lain yaitu masalah jaringan,
untuk saran saya ya lebih di dukung lagi oleh pemerintah seperti
penyediaan komputer tidak hanya dari hp yang dimiliki masyarakat agar
penerapan e-government lebih efektif.”

Sementara dari hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Febri Yanti.,S.Pd
mengenai indikator transformasi pada Jum’at 18 Maret 2022 Pukul 11.45 Di
kediaman Beliau mengatakan bahwa :

“Sudahy UPT Dukcapil Mandau dalam menerapkan-e-government sudah

menciptakan pelayanan-secara online, melayani masyarakat dengan cepat

tanggap melalui website yang ada untuk pelayanan e-Ktp secara online,
tetapi kami masyarakat sering terkendala pada masalah jaringan, tidak
semua masyarakat paham menggunakan wesbite apalagi seperti orang
tua, butuh” panduan. Untuk pengambilan e-Ktp tidak lama biasanya
keesokan harinya sudah bisa diambil. Saran saya kedepannya penerapan
e-government int-dalam penggunaan website untuk pelayanan e-Ktp lebih

di tingkatkan lagi, untuk. masyarakat yang tidak memahami agar lebih

dipandu sehingga masyarakat paham dalam penggunaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penerapan e-government harus
memberikan hubungan timbal balik antara pegawai dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa pegawai Unit
Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis sudah melakukan pelayanan dengan sikap responsive, tetapi

masih terkendala dengan sistem jaringan.
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Dari hasilpengamatan dan wawancara yang berhasil peneliti lakukan di
masing-masing indikator diatas yang mana diantaranya indikator presensi,

indikator interaksi, dan indikator transformasi dan didukung oleh observasi yang

P &&@wmwaﬁ,q ;
e-Ktp :

Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalistentunya komputer tersebut sudah
tersambung dengan jaringan Wifi yang tersedia.

Hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi yang dilakukan
dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan

masyarakat, bahwa masih ada masyarakat yang mengurus e-Ktp secara langsung
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dikarenakan tidak memahami penggunaan website yang digunakan untuk

mengurus e-Ktp secara online tersebut.

Pelayanan Te s Ke : ecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis beberap: ') ) ranya adalah :

Dra.lrdawati selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau yang mengatakan pihak Unit
Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis akan tetap melayani masyarakat yang akan
membuat e-Ktp jika masyarakat akan mengurus e-Ktp secara manual

dengan datang langsung ke kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas
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Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran dan sosialisasi para

pegawai untuk memberikan pemahaman agar masyarakat lebih memahami

jaringan adalah salah satu faktor terpenting untuk mendukung penerapan

e-government.
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kesadaran dan sosialisasi para pegawai untuk memberikan pemahaman
agar masyarakat lebih memahami penggunaan website dan penerapan e-
Government harus memberikan hubungan timbal balik antara pegawai
dengan masyarakat seperti misalnya menyediakan komputer untuk

masyarakat yang mengurus e-Ktp secara online.
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2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis dalam penerapan E-Government dalam pelayanan E-Ktp yaitu

1gat rendah terutama

Kabupaten Bengkalis:
1. Pimpinan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalisharus memiliki ketegasan jika
pelayanan sudah menerapkan e-government dalam pemanfaatan website

terutama dalam kepengurusan e-Ktp kebijakan itu harus lebih di tekankan,
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dan tidak lagi menerima kepengurusan yang e-Ktp yang datang langsung
ke kantor.

2. Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

sering melakukan

nl“‘ .’ a ang tersedia

menggunakan

yang mengerti

mengenai website untuk pelayanan e-ktp di bimbing dan diarahkan agar
memahami dalam penggunaan website yang termasuk dalam penerapan e-

government.
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